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PUTUSAN 

Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Mna 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: 

Penggugat, NIK XXXX, tempat tanggal lahir, Manna, 07 Oktober 1983, agama 

Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, 

bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, 

sebagai Penggugat; 

melawan 

Tergugat, NIK XXXX, tempat tanggal lahir, Kayu Kunyit 15 Desember 1984, 

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, 

bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, 

sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat;  

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 

Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada 

hari itu juga dengan register perkara Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Mna, 

mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1.  Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah 

pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2016, sebagaimana tercantum dalam 

Kutipan Akta Nikah nomor: XXXX,  yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Pasar Manna tanggal 11 Maret 2016; 

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah 

tangga di rumah orang tua Penggugat, sampai akhirnya berpisah; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah 

bergaul sebagai suami istri dan tidak memiliki anak; 

4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang 

lebih selama 6 tahun 4 bulan, kemudian, sejak bulan Juli 2022 sering 

terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan; 

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering 

terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena; 

a. Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat 

b. Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat  

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat 

dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 

(Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan 

pulang ke rumah orang tuanya) selama berpisah antara Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan 

nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat 

telah berpisah selama lebih kurang 2 bulan; 

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah 

tangga dengan Tergugat; 

8. Bahwa, oleh karena Penggugat tergolong orang yang tidak mampu 

(miskin) dan Penggugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga 

Penggugat mengajukan perkara secara Prodeo (Cuma-Cuma);  

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak 

mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan 

terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan 

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang 

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan 

putusan sebagai berikut;   

PRIMER ;  

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;   

2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku  

 SUBSIDER : 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang 

seadil-adilnya;  

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang 

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang 

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan 

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat; 

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan 

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;  

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang 

tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan 

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah 

hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak 

dapat didengarkan; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut : 

1. Bukti Surat. 

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar 

Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Nomor XXXX Tanggal 11 Maret 

2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan 

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian 

diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

2.  Bukti Saksi. 

Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, 

bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah 

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi 

adalah kakak kandung Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;  

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah 

orangtua Penggugat, sampai akhirnya berpisah; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah 

dikaruniai keturunan; 

- Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah 

berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orangtuanya 

sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat 

berpisah tempat tinggal, Penggugat hanya bercerita bahwa Tergugat 

tidak memberikan nafkah; 

- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mengetahui adanya pertengkaran 

dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, 

keduanya sudah tidak ada komunikasi ataupun nampak bersama lagi; 

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk bersabar dan 

mempertahanan rumahtangga, namun Penggugat telah berketetapan 

hati untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga penasihatan tersebut 

tidak berhasil; 

Saksi 2, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan 

pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah 

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi 

adalah ayah kandung Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;  

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, 

sampai akhirnya berpisah; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai 

keturunan; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, 

namun tiba-tiba sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat 

telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah saksi 

meninggalkan Penggugat; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat 

berpisah tempat tinggal, Penggugat hanya bercerita bahwa Penggugat 

ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah; 

- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, 

keduanya sudah tidak ada komunikasi ataupun nampak bersama lagi; 

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali 

dengan Tergugat, namun Penggugat telah berketetapan hati untuk 

bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat 

menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan 

kepada kedua orang saksi Penggugat dan sudah cukup; 

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti 

yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi, mohon 

putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala 

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu 

hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi 

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan 

patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau 

kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Tergugat harus 

dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa 

hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam Al-Anwar Juz II 

halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi 

sebagai berikut ; 

بالبينة ته اثبا جاز غيبة او توار او بتعزز تعزز فإن  

Artinya: 

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau 

gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti“; 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya 

mendalilkan bahwa sejak bulan Juli tahun 2022, Tergugat dengan Penggugat 

berselisih dan bertengkar terus menerus, perselisihan dan pertengkaran 

tersebut terjadi karena Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak terbuka 

kepada Penggugat terkait penghasilannya, dan akhirnya pada bulan Agustus 

tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 

dan tidak pernah kumpul bersama lagi, sehingga oleh karenanya Penggugat 

merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan 

Tergugat; 

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan 

atas ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni gugatan 

perceraian dengan alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah peristiwa 

yang dijadikan alasan tersebut; 

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau 

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena yang 

bersangkutan tidak pernah hadir di persidangan, namun oleh karena perkara ini 

perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan 

alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup 

sebagaimana digariskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo Pasal 22 ayat 

Disclaimer
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(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa 

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang 

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan 

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, 

isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan 

Tergugat pada tanggal 11 Maret 2016, relevan dengan dalil yang hendak 

dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan 

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah 

pada tanggal 11 Maret 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) 

Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh 

fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan 

perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat 

adalah pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan 

perceraian terhadap Tergugat ; 

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, 

yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan 

dalam duduk perkara; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah dewasa, sehat 

jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di 

persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi 

syarat formil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 171, dan 175 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan saksi 

tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya 

tiba-tiba Pengugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, oleh karena itu 

keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana 

diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena pertimbangan tersebut, majelis 
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Hakim menilai keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat 

bukti; 

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat tidak ada yang berkualitas 

secara meteriil maka berdasarkan ketentuan Pasal 1908 BW. Majelis 

menilai Penggugat belum memenuhi ketentuan pembuktian secara 

sempurna; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut di atas Majelis Hakim mufakat untuk menyatakan Penggugat tidak 

dapat membuktikan dalil gugatannya terkait perselisihan dan 

pertengkarannya; 

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan 

dalil-dalilnya maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak, dan oleh karena 

Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut 

atau mengirim kuasanya untuk hadir di muka sidang, maka putusan ini diputus 

secara verstek; 

Menimbang, bahwa perkara ini didaftar secara prodeo berdasarkan 

Penetapan Ketua Pengadilan Agama Manna tentang pembebasan biaya 

perkara melalui anggaran DIPA tahun 2022 Nomor SP 

DIPA-005.04.2309120/2022 tanggal 17 November 2017, sehingga 

pembebanan biaya perkara ini dibebankan kepada negara; 

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; 

MENGADILI: 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir;   

2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;   

3. Membebankan biaya perkara ini kepada negara; 

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Manna pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Mohamad Sholahuddin, 

S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I dan Pinta 

Zumrotul Izzah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan 
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tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh 

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Neli 

Sakdah, S.Ag, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh 

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. 

 

Hakim Anggota  

 

 

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I 

 

 

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. 

Ketua Majelis, 

 

 

Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H. 

 Panitera Pengganti, 

 

 

Neli Sakdah, S.Ag., S.H.I. 

 

 

 

Perincian biaya : 

-  Pendaftaran : Rp 0,00 

-  Proses : Rp 0,00 

-  Panggilan : Rp 0,00 

-  PNBP : Rp 0,00 

-  Redaksi : Rp 0,00 

-  Meterai : Rp 0,00 

Jumlah : Rp 0,00 

(Nol rupiah). 
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